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Ringkasan Eksekutif

Masuknya kembali isu agraria di ranah kebijakan nasional merupakan periode penting
setelah berakhirnya Orde Baru. Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA/PS)
telah masuk dalam RPJMN 2014-2019. Sejumlah 12,7 juta ha kawasan hutan diperuntukkan
sebagai Perhutanan Sosial dan 9 juta ha sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
Skema TORA ada dua model, yaitu: penataan kembali sektor pertanahan melalui legalisasi
aset seluas 4,5 juta ha dan penyediaan akses tanah melalui redistribusi lahan seluas
4,5 juta ha.

Kebijakan tenurial kehutanan yang terimplementasikan dalam program RA/PS, memiliki
beberapa masalah dan tantangan, baik yang bersifat substantif maupun administratif dan
praksis. Di masalah substansi, diperlukan satu perubahan paradigma kebijakan SDA yang
lebih berwatak eko-populistik yang pro-keadilan dan keberlanjutan dengan tafsir kerakyatan,
bukan yang berwatak developmentalistik dan ektraktif. Tantangan dari kebijakan populis
seperti RA/PS dan juga kebijakan tenurial kehutanan lainnya sekarang hadir dalam pusaran
gurita oligarki politik SDA (nasional dan trans nasional) yang menciptakan beragam krisis
sosial-ekologis; deforestasi, konflik, ketimpangan, dan kemiskinan struktural demi keutungan
ekonomi politik segelintir kelompok dan golongan semata.

Dalam ranah praksis, kebijakan reforma agraria menghadapi tantangan dalam hal legalisasi
asset, minimnya redistribusi lahan, dan masih jauh dari semangat restrukturalisasi ragam
ketimpangan agraria. Objek TORA masih dominan di sektor kehutanan; padahal sektor
perkebunan, pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil yang juga mengalami krisis,
konflik, dan ketimpangan agraria belum tersentuh kebijakan agraria nasional terkini.

Dalam hal perhutanan sosial, tantangannya mencakup pembenahan di ranah kelembagaan
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), penguatan payung
regulasi yang lebih kuat, perbaikan prosedur perizinan (efektifitas waktu pengurusan),
kompetensi sumber daya manusia (SDM), alokasi anggaran, perbaikan koordinasi, integrasi
kebijakan, dan kepemilikan bersama dengan pemerintah daerah.

Dengan berbagai catatan di atas, refleksi yang diperlukan adalah berpikir ulang ke awal
apa sebenarnya akar permasalahan tenurial dan agraria sebagai mandat konstitusional dan
pondasi dari kebijakan pembangunan melalui tafsir kerakyatan bukan sekedar program dan
agenda politik tahunan semata. Landasannya adalah perubahan paradigmatik tenurial dan
sumberdaya alam yang lebih berkeadilan sosial-ekologis. Sebab sesat pikir akan menyebabkan
sesat aksi.

Dengan demikian, untuk kontekstualisasi RA/PS diperlukan rekomendasi praksis yang terkait
dengan upaya perubahan, koreksi, dan perubahan sistem kebijakan politik sumber daya alam
(SDA) dengan cara membangun perbaikan tata kelola SDA yang berdimensi keadilan dan
berkelanjutan. Inilah semangat yang yang harus menjadi pembenahan kebijakan RA/PS ke
depan. Pembenahan yang lebih substantif daripada administratif.

Kata Kunci: kebijakan tenurial kehutanan, reforma agraria, perhutanan nasional, politik
sumber daya alam, kebijakan pembangunan nasional.



Untuk mengurangi beragam ketimpangan pada struktur agraria (penguasaan, kepemilikan,
distribusi, dan akses), mengurangi kemiskinan, dan membuka akses masyarakat ke sumber-
sumber agraria termasuk kawasan kehutanan, Presiden Jokowi menetapkan reforma agraria
sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah 2017 dalam Perpres no. 45/2016 pada 16
Mei 2016. Untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kebijakan reforma agraria ini,
Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) no. 86 tahun 2018 tentang
reforma agraria. Rancangan ini ditandatangani presiden tanggal 24 September 2018 dan
dijadikan Undang-Undang tanggal 27 September 2018.

Kebijakan reforma agraria juga masuk ke agenda RPJMN. Pada RPJMN 2014-2019, pemerintah
Indonesia menargetkan 12,7 juta ha kawasan hutan sebagai perhutanan sosial dan 9 juta ha
sebagai objek reforma agraria. Target TORA menurut RPJMN 2015-2019 mencapai 9 juta ha
yang terbagi menjadi dua skema besar, yaitu penataan kembali sektor pertanahan melalui
legalisasi aset seluas 4,5 juta ha dan penyediaan akses tanah melalui redistribusi lahan
seluas 4,5 juta ha. Hingga bulan Agustus 2017, total capaian redistribusi dan legalisasi aset
mencapai 3.106.653 bidang atau sekitar 695.427,11 ha.

Kebijakan Reforma Agraria Nasional juga mencakup Program Perhutanan Sosial yang
dirancang untuk memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat. Program
Perhutanan Sosial diyakini sebagai salah satu instrumen penting yang akan mampu
meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan
tingkat kemiskinan. Untuk meningkatkan capaian, pemerintah akan terus melakukan
langkah-langkah akselerasi melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan, memperkuat
kelembagaan dan kemitraan, memberikan pendampingan, serta membangun sistem
pemantauan dan evaluasi perhutanan sosial.

Realisasi Program Perhutanan Sosial hingga November 2018 telah mencapai 2,13 juta
ha lahan atau 16,8% dari total target 12,7 juta ha. Melalui program ini, masyarakat tidak
hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun yang dapat diperpanjang dan diwariskan,
tetapi juga mendapatkan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan
pendampingan yang dikelola secara klaster. Beberapa skema pengelolaan hutan yang
ditawarkan adalah: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat,
kemitraan kehutanan, hutan rakyat/hak, kemitraan konservasi, dan lain-lain. Pemerintah
juga telah menerbitkan P83/2016 sebagai upaya terpadu untuk mencapai target perhutanan
sosial.



Pelaksanaan kebijakan reforma agraria dilakukan dengan enam langkah untuk
implementasinya, yaitu:

1. Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria.

2. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria.
3. Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah obyek reforma agraria.
4

Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah
obyek reforma agraria.

5. Pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat.
6. Pembentukan lembaga pelaksana reforma agraria di tingkat pusat dan daerah.

Kebijakan Reforma Agraria/Perhutanan Sosial (RA/PS) adalah satu tonggak penting dalam
sejarah kebijakan tenurial kehutanan di Indonesia. Ini merupakan penanda masuknya kembali
persoalan kebijakan agraria di level nasional setelah puluhan tahun masa kemarau panjang
kebijakan nasional terhadap isu agraria dan tenurial kehutanan. RA/PS membuka kembali
diskursus hak atas tanah dan sumber agraria lainnya, hak atas ruang hidup masyarakat di
dalam/sekitar hutan, dan persoalan ketimpangan struktur agraria (penguasaan, kepemilikan,
distribusi, dan akses) atas sumber-sumber agraria.

Sehubungan dengan isu tersebut, tahun 2013 dan 2014, RECOFTC menyelenggarakan forum
regional dan nasional dengan tema Hutan dan Masyarakat. Di forum tersebut, semua peserta
menyatakan beberapa hal terkait dengan reformasi tenurial hutan dan pencapaian targetnya,
yaitu: seluas 2 juta ha hutan diakui sebagai hutan adat, sebanyak 30% kelompok tani hutan
mencapai tahap maju, menyelesaikan proses pengukuhan kawasan hutan, dan sebesar 30%
kawasan hutan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat'.

Setelah kebijakan RA/PS berjalan dalam program Nawacita di bawah kepemimpinan Presiden
Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, upaya refleksi dibutuhkan untuk meninjau perjalanan
kebijakan tersebut dan melihat pembelajaran apa yang bisa didapatkan. Ini dilakukan untuk
memastikan bahwa kerangka kebijakan pembangunan periode berikutnya, khususnya dalam
agenda RPJMN 2019-2024, perbaikan dan perubahan mendasar dapat dibuat, khususnya isu
terkait dengan ranah kebijakan, kelembagaan, dan perbaikan kapasitas pendukung agenda
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dokumen kebijakan ini membatasi ruang lingkup
pembahasan ke uraian tiga masalah utama, yaitu:

1. Sejauh apakah pencapaian target dan niat baik (goodwill) kebijakan reforma tenurial
melalui RA/PS

2. Apatantangan utama dan faktor pendukung untuk mencapai tujuan tersebut

Perbaikan kebijakan, kelembagaan, dan penguatan kapasitasapasajayang memungkinkan
pencapaian tujuan tersebut

Berdasarkan ketiga masalah tersebut, dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi
penguasaan hutan melalui perhutanan sosial dan reforma agraria.

2. Mengidentifikasi bentuk kelembagaan dan penguatan kapasitas lembaga pemerintahan
dan lembaga lain untuk mendukung perhutanan sosial dan reforma agrarian.

3. Memberikan usulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan reformasi tenurial hutan yang
lebih baik pada penyusunan RPJMN 2019-2024.

1 Di bulan November 2018, RECOFTC juga mangadakan lokakarya tenurial bertema Reformasi Tenurial: Belajar
dari Masa Lalu, Merancang Masa Depan dan mengundang berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan
pemerintah, akademisi, peneliti, dan perwakilan organisasi. Dokumen ini memaparkan data dari bahan
presentasi, notulensi, dan hasil lokakarya yang diolah, dianalisis, dan dikembangkan lagi.



Semua permasalahan agraria saat ini, termasuk isu tenurial di wilayah kehutanan dan
tantangan multidimensi yang merupakan perpanjangan dari masalah sosial, ekonomi, politik,
dan ekologi, merupakan sedimentasi dan akumulasi dari sejarah panjang masalah agraria
yang tidak pernah dipecahkan, karena ketidakmauan, pengabaian yang disengaja (politic of
ignorance), atau pun penolakan mandat UUPA no. 5/1960. Ketika masalah yang kompleks
ini belum terpecahkan dari dasarnya, masalah baru yang muncul tidak akan memiliki solusi.
Tumpukan masalah ini diwariskan turun-temurun hingga sekarang.

Dengan perspektif historis ini, nyata bahwa persoalan agraria di Indonesia, khususnya
dalam konteks tenurial kehutanan, adalah bagian dari residual consequences. Oleh karena
itu, pengantar singkat diperlukan untuk menjelaskan sejarah pengelolaan hutan yang
menciptakan ragam masalah tenurial yang dihadapi sekarang.

Sejarah panjang juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia, pada dasarnya,
masih mewarisi model pengelolaan kolonial yang bersumber pada kebijakan di era
kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas S. Rafles yang dikenal dengan kebijakan Domein
Varklaring (1870). Seluruh area di dalam wilayah tanpa bukti kepemilikan legal akan diklaim
sebagai milik negara. Tujuannya adalah agar negara dapat mendapatkan harga tanah yang
murah. Konsep Hutan Negara dan kawasan hutan yang dibagi menjadi beragam fungsi
menjadi bukti proses teritorialisasi kawasan hutan.

Batasan definisi teritorialisasi adalah proses yang dibuat oleh negara untuk mengendalikan
orang dan aktivitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, menghalangi
orang-orang tertentu masuk ke ruang tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang
aktivitas di dalam batas-batas ruang tersebut (Vandergeest 1996, p. 159).

Proses teritorialisasi terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama, negara mengklaim semua
tanah yang dianggap tidak ada pemiliknya sebagai tanah milik negara. Pada tahap ini,
negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam.
Tahap kedua, negara menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara
untuk menekankan kontrol negara atas wilayah dan sumber daya alamnya. Setelah batas-
batas wilayah ditetapkan, wilayah itu akan menjadi tertutup dan negara melarang siapa
pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumber daya alam di dalamnya kecuali jika
negara mengizinkan atau memberikan konsesi. Tahap ketiga, negara meluncurkan program
teritorialisasi fungsional. Proses teritorialisasi ini timbul seiring dengan lahirnya beragam
aturan dan kebijakan negara atas wilayah hutan yang bisa dilacak tonggak-tonggaknya sejak
era kolonial dan memuncak di era Orde Baru dan berlanjut hingga era Reformasi.



Undang-Undang Kehutanan Kolonial untuk pulau Jawa dan Madura dikeluarkan tahun 1865,
dilanjutkan dengan pemberlakuan peraturan Domeinverklaring (1870) UU Pokok Kehutanan
no.5/1967.Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kemudian ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah no. 33/1970 dan diresmikan dalam serangkaian Peraturan Menteri
Pertanian tahun 1980 dan 1981, hingga UU Kehutanan 41/19912. Tonggak-tonggak kebijakan
tersebut semakin mempersempit dan meluruhkan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat
di wilayah hutan mereka.

Selain proses teritorialisasi kawasan hutan, akar masalah pengelolan hutan berkaitan erat
dengan penggunaan domain paradigmatis.

Kritik paradigmatis atas ilmu kehutanan menjadi rujukan bagi pengelolaan hutan di Indonesia.
Kritik warisan dari German Forestry School ini lebih berorientasi pada tegakan kayu dan tata
tertib cara panen, serta model konservasi Yellowstone dan menguatkan ketiadaan ruang bagi
manusia di kawasan hutan.?

Di dalam sejarah politik kebijakan agraria Indonesia, sektor kehutanan dan perkebunan tidak
termasuk sebagai objek Reformasi Lahan yang dilandaskan pada UUPA no. 5 /1960. Padahal
sebagaimana diketahui umum, kedua sektor itulah yang memiliki mandat untuk dikembalikan
menjadi aset nasional bangsa, pasca kekuasaan kolonial dan bukan wilayah pertanian yang
sangat terbatas. Kontestasi politik dan kepentingan-kepentingan nasional yang berkonflik
pada saat itu hingga pecahnya insiden peristiwa politik pada September 1965 mencegah
pelaksanaan mandat reforma agraria secara penuh.

Namun, di beberapa tempat dan dalam skala kecil, reformasi agraria sudah dilangsungkan.
Setelah absen lebih dari 25 tahun, diskursus dan kebijakan tentang reforma agraria serta
upaya menaikkan kembali isu ini di era Reformasi melahirkan Program Pembaharuan Agraria
Nasional (PPAN) pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Sayangnya, sejarah
kembali berulang. Wilayah obyek PPAN yang melibatkan wilayah-wilayah di kawasan hutan dan
bekas kelola fungsi kawasan hutan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, situasi politik nasional
dan ketiadaan komitmen pemerintah untuk melaksanakan program tersebut mengakibatkan
program tidak berjalan sesuai rencana.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa masalah-masalah tenurial kehutanan dari mulai
periode kolonial yang membentuk wajah kebijakan dan tata kelola kawasan hutan hingga
sekarang belum dapat diselesaikan secara mendasar. Kini masalah kehutanan menjadi lebih
rumit dengan konteks baru yang mendesak untuk diselesaikan. Salah satunya adalah tuntutan
dari masyarakat adat atas hak mereka yang mendapatkan dukungan dengan adanya akses
terbuka ke demokrasi.

Kebijakan-kebijakan ekonomi ekstraktif nasional dipengaruhi oleh isu kehutanan
internasional di program dan kebijakan global. Misalnya perubahan iklim, beragam program
REDD, peningkatan isu konservasi, krisis ekologis, krisis energi, pangan, air, hingga program
restorasi ekosistem. Peningkatan kesadaran atas pengakuan masyarakat lokal/adat yang ada
di kawasan hutan merupakan hasil dari perjuangan gigih kelompok Civil Soceity Organisation
(CSO) yang berusaha mencapai tujuan pengakuan adat dan perjuangan agraria. Usaha ini juga
memanfaatkan tepatnya momen dan kondisi demokrasi pasca reformasi.

2 Untuk menelusuri lebih jauh persoalan proses teritorialisasi negara di kawasan hutan ini dari masa ke masa
dapat dilihat di laporan riset, Noer Fauzi, at.all, A Recent Development Of Forest Tenure Reform In Indonesia The
Status of Masyarakat Adat as Rights-Bearing Subjects after the Indonesian Constitutional Court Ruling of the Case
Number 35/PUU-X/2012, Sajogyo Institute-Shamdana Institute, 2013.

3 Lihat lebih jauh, Hariadi Kartodihardjo, Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik lmu dan Praktek Kehutanan Indonesia,
Forci dan Tanah Air Beta, 2013.



Pengarusutamaan hak-hak masyarakat adat dan lokal di kawasan hutan pascareformasi
didorong dengan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di tahun 1999,
menguatnya gerakan lingkungan dan agraria di berbagai tingkatan, dan meningkatnya
jumlah aktivis yang menekuni bidang politik praktis.

Salah satu tonggak penting perjuangan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)
di sekitar hutan adalah lahirnya Putusan MK 35/RUU-X/2012. Putusan MK 35 adalah
tonggak politik agraria paling penting di Indonesia pascareformasi.* Intinya, putusan MK 35
menunjukkan bahwa UU 41/1999 yang menjadi dasar legitimasi Kemenhut memiliki cacat
konstitusional pada beberapa pasalnya dan harus diralat. Salah satunya adalah status Hutan
Adat yang dikeluarkan dari kategori Hutan Negara.

Singkatnya, semangat reformasi tenurial dari Putusan MK 35 menjadi langkah penting dalam
kepentingan reforma agraria kehutanan yang lebih besar. Implikasinya sangat besar, bukan
hanya pada pengakuan eksistensi MHA yang selama ini terabaikan, tetapi juga hak kelola
kawasan hutan mereka. Dengan demikian, Kemenhut dituntut untuk mengeluarkan wilayah
hutan adat yang selama ini diklaim oleh negara. Ini bukan persoalan sederhana dan mudah
karena menyangkut kepentingan ekonomi dan politik yang selama ini sudah berjalan nyaman
dan membawa keuntungan negara.

Dalam konteks historis sebagaimana diungkapkan di atas, isu yang perlu ditekankan adalah
tidak adanya perombakan tata kelola dan pengurusan wilayah kehutanan secara struktural
yang serius dan menyeluruh sejak periode kolonial. Masalah-masalah tenurial kehutanan
yang muncul lebih banyak diatasi dengan cara teknoratik. Berbagai upaya reforma tenurial
kehutanan (forest tenure reform) hanya dilakukan seputar perbaikan-perbaikan instrumen.
Perubahan yang dilakukan berfokus pada persoalan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), batas
kewenangan dan otoritas kelembagaan, perbaikan manajemen, peningkatan infrastruktur,
evaluasi strategi kebijakan, dan penguatan sumber daya manusia pendukungnya.

Dengankompleksitasmasalah strukturalyangtelah diwariskan sejak periode kolonial danmasih
mengendap hingga sekarang, sulit untuk mengharapkan negara, dalam hal ini Kementrian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk bisa berpihak dan memperhatikan dengan
sungguh-sungguh akar dari masalah tenurial kehutanan, yakni ketimpangan struktural
(penguasaan, kepemilikan, dan penguasaan) terkait dengan hak-hak masyarakat lokal dan
adat. Yang dibutuhkan sekarang adalah perombakan yang serius di dalam semangat reforma
agraria.

Mengingat masalah historis agraria dan tenurial kehutanan yang dijelaskan dengan singkat
di atas, kemunculan kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA/PS) di era
pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini menjadi tonggak penting bagi perubahan kebijakan
agraria dan kehutanan di Indonesia. Political will pemerintah dapat dilihat dari penegasan
reforma agraria sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah 2017 dalam Perpres no.45/2016
yang ditetapkan pada 16 Mei 2016 dan kemudian dikuatkan dengan terbitnya Peraturan
Presiden (Perpres) no. 86/2018 mengenai reforma agraria. Bahkan RA/PS ini menjadi proyek
strategis nasional yang merujuk pada Perpres no. 56/2018.

Definisi reforma agraria berdasarkan Perpres no. 86 adalah penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
penataan aset disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset
adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan
akses berarti pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek

4 Fauzi, at.all, ARecent...Op.Cit.



reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan
tanah. Hal ini juga dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat.

Peraturan ini menetapkan subyek dan obyek reforma agraria. Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA) adalah tanah yang dikuasai negara dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat
untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Subyek reforma agraria adalah penerima TORA yang
memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.

Menurut Perpres di atas, reforma agraria ditujukan untuk menjadi dasar kebijakan
pembangunan multidimensi. Secara umum, ada tujuh tujuan dari reforma agraria, yaitu:

1.

w N

N o vk

Untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
menciptakan keadilan.

Untuk menangani sengketa dan konflik agraria.

Untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis
agraria, melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah.

Untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan.
Untuk memperbaiki akses masyarakat ke sumber ekonomi.

Untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Untuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dalam implementasinya, reforma agraria dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah
melalui dua tahap, yaitu:

1.

Tahap pertama adalah fase perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria. Perencanaan
reforma agraria mencakup penataan aset terhadap penguasaan dan pemilikan Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA), peningkatan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA,
dan penanganan sengketa dan konflik agraria. Perencanaan reforma agraria menjadi
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga serta
rencana pembangunan daerah.

Tahap kedua adalah pelaksanaan reforma agraria. Tahap ini dimulai dengan penataan aset
sebagai acuan penataan akses melalui redistribusi tanah atau legalisasi aset. Ada 11 objek
redistribusi tanah; salah satunya tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya
serta tidak ada permohonan perpanjangan dan/atau tidak ada permohonan pembaruan
hak dalam jangka waktu setahun sejak masa berlaku hak berakhir.
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Kegiatan penggergajian masif yang berlangsung di Kecamatan Mantangai Hilir, Kalimantan Tengah.
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Objek redistribusi tanah yang sudah ditetapkan akan digunakan untuk pertanian dan non-
pertanian. Objek redistribusi tanah untuk pertanian diberikan kepada subjek reforma
agraria seluas-luasnya lima hektar sesuai ketersediaan TORA. Pasal 9 ayat (2) Perpres no. 86
menyatakan bahwa obyek redistribusi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemberian sertifikat hak milik atau hak kepemilikan bersama. Untuk nonpertanian,
obyek redistribusi tanah yang memerlukan penataan dapat dilakukan melalui konsolidasi
tanah disertai pemberian sertifikat hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai redistribusi tanah untuk non-pertanian diatur melalui
Peraturan Menteri.

Sementara itu, subyek reforma agraria meliputi individu, kelompok masyarakat dengan
hak kepemilikan bersama, dan badan hukum. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi
subyek reforma agrarian. Salah satunya adalah tidak memiliki tanah. Untuk individu atau
perseorangan, subyek haruslah seorang warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun
atau sudah menikah dan bertempat tinggal atau bersedia bermukim di objek redistribusi
tanah.

Subyek individu ini, diantaranya adalah:

a) petani gurem yang memiliki tanah 0,25 ha atau lebih kecil, dan/atau petani yang menyewa
tanah tidak lebih dari 2 ha;

b) petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan tanah yang bukan miliknya;

¢) buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat
upah;

d) nelayan kecil yang menangkap ikan untuk kebutuhan hidup setiap hari tanpa

menggunakan kapal maupun menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling
besar 10 Gross Tonnage (GT);

e) nelayan tradisional yang menangkap ikan di perairan yang merupakan hak perikanan
tradisional secara turun-temurun sesuai budaya dan kearifan lokal;

f) nelayan buruh yang menyediakan tenaganya untuk ikut menangkap ikan;

g) petambak garam kecil yang lahannya paling luas 5 ha, perebus garam, dan penggarap
tambak garam;



h) guru honorer yang belum berstatus PNS, digaji sukarela atau per jam pelajaran, atau di
bawah gaji yang telah ditetapkan secara resmi;

i) pekerja harian lepas dan buruh;

j) pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas dan
cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum;

k) pekerja sektorinformal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dan menerima
upah;

[) pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bersifat
teknis profesional dan administrasi;

m) pekerja swasta dengan pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP);

n) PNS paling tinggi golongan llI/3;

0) anggota Polri dan TNI dengan pangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau
setingkat;

p) kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, merupakan gabungan dari

perseorangan yang membentuk kelompok, berada di kawasan tertentu dan memenuhi
persyaratan menerima obyek redistribusi tanah;

q) badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau yayasan yang dibentuk subjek reforma
agraria perseorangan atau kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama;

r) Badan Usaha Milik Desa.

Perpres ini juga mengatur mekanisme penanganan sengketa dan konflik agraria.
Pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial bagi pihak
yang terlibat. Penanganan sengketa difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara
berjenjang. Persoalan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan reforma agraria akan melibatkan pembentukan Tim Reforma Agraria
Nasional yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan rencana reforma agrarian,
melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala penyelenggaraan reforma agrarian, serta
melakukan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan reforma agraria. Tim ini dipimpin oleh
Menteri Koordinator Perekonomian dengan anggota antara lain Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Keuangan. Gugus Tugas Reforma
Agraria dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional. Gugus
Tugas Reforma Agraria akan dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kebijakan reforma agraria di kawasan kehutanan dilengkapi dengan penerbitan kebijakan
perhutanan sosial. Berdasarkan Permen LHK No. 83/2016, tujuan program ini adalah
memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan, dan hutan adat di
bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan
tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di
dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian
fungsi hutan.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan
hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau
masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat hukum adat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial
budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan
Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Tujuan program ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme
pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan
hal tersebut, ini menjadi kesempatan yang amat baik bagi masyarakat sekitar hutan untuk



dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Program ini memiliki prinsip-prinsip
dasar, di antaranya adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan
bertanggungjawab.

Sebagaimana diuraikan dalam aturan normatifnya, Perhutanan Sosial (PS) ini memiliki
berbagai skema dengan inti yang sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan
Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat
(HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa
untuk menyejahterakan suatu desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara
yang dikelola oleh masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta
kesejahteraan. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan. Hutan
adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan
negara atau pun bukan hutan negara. Kebijakan PS ditegaskan dengan pembuatan PIAPS
(Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial).?

[Py
PETA INDIKATIF DAN AREAL PERMUTAMAN SOSTAL
REVIStE)

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial.

PIAPS menjadi dasar dalam pemberian izin perhutanan sosial. Perizinan ini mencakup HPHD
(Hak Pengelolaan Hutan Desa), [IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan), dan
IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat). PIAPS
ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan direvisi setiap enam bulan
oleh Direktur Jenderal Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prioritas PIAPS adalah pada isu penyelesaian konflik,
kegiatan restorasi gambut, dan/atau restorasi ekosistem.

5 PIAPS (PetaIndikatif Areal Perhutanan Sosial) adalah peta yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Menteri
LingkunganHidupdanKehutanan(LHK)no.4865/2017.Petainimemilikiskala1:250.000yangterdiriatas291lembar
yangdapatdiunduh padahalamanresmiWeb-GISKementerian LingkunganHidup danKehutanan (WebGISKLHK).
PIAPS juga dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Lihat lebih
jauh di: https://foresteract.com/perhutanan-sosial/



Prioritas agenda reforma agraria di kawasan hutan dapat dilihat dalam upaya pemetaan lahan
yang dapat dijadikan objek agraria di dalam kawasan hutan. Luas indikatif pada 2018 mencapai
4.949.737 ha. Peraturan yang mendukung TORA sudah sampai pada level peraturan presiden
yaitu Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta
dan Perpres 86/2018 tentang reforma agraria. Sementara KLHK memiliki Permen LHK No. P.17/
Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan
batas fungsi kawasan hutan untuk sumber tanah obyek reforma agraria. Tim Gugus Tugas
yang diberikan mandat Reforma Agraria juga telah banyak dibentuk, seperti Tim Inver yang
dibentuk oleh gubernur. Ada Tim Inver yang sudah mulai menjalankan tugasnya. Di bawah ini
adalah indikasi alokasi kawasan hutan untuk TORA.

Indikasi Alokasi Kawasan hutan untuk TORA (s/d 2018)

Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan

untuk perkebunan 417.485 ha
HPK yang tidak produktif 1.834.539 ha
Pencadangan sawah baru 67.028 ha
Transmigrasi 502.382 ha
Permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial 642.835 ha
Lahan garapan 366.504 ha
Pertanian lahan kering 1.118.965 ha

Sumber: Kepmen LHK No SK 3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018

Namun, secara normatif reforma agraria yang dijalankan pemerintah menggunakan dua
skema yaitu legalisasi aset dan distribusi tanah. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN,
Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), lebih mendorong ke
proses legalisasi aset yang praktisnya berupa sertifikasi tanah daripada redistribusi lahan.

Capaian kebijakan reforma agraria dalam legalisasi aset hingga Oktober 2018 adalah 6,2 juta
sertifikat yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa 88,5% target sertifikasi tanah telah diwujudkan—pada target sebanyak 7 juta sertifikat
dibagikan pada 2018.¢

6 http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/18/hingga-oktober-2018-presiden-jokowi-telah-membagikan-
62-juta-sertifikat-tanah.



Salah satu catatan kritis mengenai kebijakan reforma agraria adalah minimnya agenda kedua,
yaituredistribusitanah. Iniberartiagendareformaagrariayangdijalankan sekarang menjauh dari
semangat perombakan struktural (resrukturalisasi) ketimpangan agraria. Wilayah ketimpangan
di sektor perkebunan, pertambangan, kelautan, dan pesisir masih belum menjadi perhatian
dan prioritas sekalipun masalah ketimpangan struktur agraria tidak kalah parah dibandingkan
obyek TORA sekarang.

Salah satu sumber yang dimanfaatkan pemerintah untuk redistribusi tanah adalah lahan yang
tidak lagi memiliki perizinan dan konsesi. Dalam konteks ini, pemerintah dapat memanfaatkan
tanah terlantar sebab banyak tanah terlantar yang dimanfaatkan masyarakat untuk berladang,
berkebun, dan membangun desa, bahkan terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Kondisi inilah yang mendesak pemerintah untuk mengukuhkan jenis tanah seperti ini sebagai
obyek reforma agraria. BPN mencatat potensi tanah terlantar di Indonesia sekitar 7 juta ha, tapi
yang dialokasikan untuk rakyat hanya 0,4 juta ha.

Masyarakat sebagai perambah atau peladang yang berpindah-pindah di Kabupaten Merangin, Jambi. ©RECOFTC

Selain itu, obyek TORA yang masih dominan di rezim kehutanan mengabaikan obyek TORA
lainnya karena isu perkebunan dan pertambangan masih belum tersentuh kebijakan perubahan
agraria nasional. Sebagai tahap awal, reforma agraria membutuhkan gebrakan politik nasional
untuk merestrukturisasi ketimpangan yang telah diwariskan sejak lama dan menjadi status quo.

Reforma agraria seharusnya menjadi basis/fondasi kebijakan pembangunan nasional dan
bukan sekedar program politik tahunan dan sektoral, seperti pengurangan kemiskinan,
ketahanan pangan, dst. Ada kekhawatiran akan timbulnya dominasi pada capaian legalitas aset
(sertifikasi tanah) sehingga menutup tujuan dasar dari reforma agraria terkait redistribusi dan
restrukturalisasi ketimpangan struktur agraria.

Akan tetapi, kembalinya isu reforma agraria di level kebijakan nasional adalah babak penting
yang harus terus dikawal dan terus-menerus didorong, sembari mempertahankan tujuan
sejatinya yaitu sebagai fondasi dasar kebijakan pembangunan nasional seperti yang dilakukan
negara-negara lain ketika memulai kebijakan nasional mereka’.

7 Untuk melihat pendasaran istilah, sejarah, dan pengalaman Reforma Agraria di negara lain, salah satunya dapat
diibaca di buku Gunawan Wiradi, “Reforma Agraria; Perjanlanan Yang Belum Berakhir’, Shohibuddin. Moh. (Peny.),
SAINS, AKATIGA, KPA (Bogor, 2009).



Sementara itu, agenda kebijakan perhutanan sosial (minus hutan adat) menetapkan target
angka 12,7 juta ha yang dicantumkan sebagai alokasi kawasan hutan yang bisa diberikan
pengelolaannya kepada masyarakat. Namun bagi KLHK sendiri, target 12,7 juta ha dianggap
terlalu luas, sehingga di internal KLHK, angka 4,3 juta ha ditetapkan sebagai target yang lebih
realistis dicapai pada 2019.2 Secara historis, skema perhutanan sosial sudah lama dikenal, tetapi
dianggap belum berhasil. Hingga 2014, hanya sekitar 449.104,23 ha dari luas kawasan hutan
diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR dan kemitraan. Di era Presiden
Jokowi-JKluasan penerapan sistem perhutanan sosial meningkat tajam. Pada bulan Desember
2018, luasannya mencapai 2,220,160.17 ha dalam bentuk bentuk Hutan Kemasyarakatan,
Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan. Diperkirakan, sekitar + 525,064 rumah
tangga di pedesaan memperoleh manfaat melalui skema tersebut.

Beberapa syarat yang perlu dilengkapi merujuk temuan FKKM bahwa untuk mencapai angka
4,3 juta ha harus ada pembenahan di ranah kelembagaan PSKL, perbaikan birokratisasi
perizinan (waktu pengurusan yang lebih pendek, SDM yang cukup dan kompeten dan alokasi
anggarannya), serta memperbaiki koordinasi dengan pemerintah daerah dan internal KLHK.?
Berikut penjelasan lebih rinci dari capaian Perhutanan Sosial menurut KLHK:

CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL

REALISASI
NO|  PROVINSI Alokasi__|Capaian IMLSK (Unit) | IMLKK
PER TANGGAL 12 NOVEMBER 2018 st | wst

1 [AceH 62047 42,6540 ) 7,650
- © 2 [SUMATERA UTARA S043| 556495 89 11,0%
Realisasi per Skema Persentase Capaian 3 [SUMATERA BARAT 610688 | 21221664 230 110325
HA 4 [RAv 1407630 | 8392854 50 12671
|PHPS 5 [iAvel 352,756 | 17945455 35 26387
. ”—' 6 [SUMATERA SELATAN 333651] 9686859 119 16158
Kemitraan « 7 [BENGKULY 183669 | 4510516 12 10369
Kehutanan 8% -1% 1% 8 _|LAMPUNG 292,120 199,629.73 274 65,122
9_|KEP BANGKA BELITUNG 12,004 3787579 350 3171
;:EM 122?{2;;-;2 \ 10 [kePRIAU 199062] 2646900 1 2521

,655. 15% 11 [JAKARTA - - - -
3|HTR 319,058.68 — HD | 12 JAWA BARAT 10,793.09 4 5,789
4IKEMITRAAN KEHUTANAN +i 50% 13 [lawATENGAH = 9,804.07 3 10361
A KULIN KK 176,385.01 14 [YOGYAKARTA 3518 1,565.88 5 5,005
[ 15 [AWATIMUR - 2507699 38 18058
B. IPHPS 23,186.59 16 sanTen 2% 28600 1 780
5[HA 27,950.34 17 [BALl 7802 9235.00 a7 20410
[ 3uMLAH [ 2,173,063.46 | 25% 18 |NUSA TENGGARA BARAT 396358 25,969.61 7 16832
19 [NUSA TENGGARA TIMUR S54357 | 3857815 13 7,669
Realisasi per Tahun | 20 [KAUMANTAN BARAT 1330431[ 30862891 113 30299
. 21 |KALIMANTAN TENGAH 1774122 | 15158295 101 14346
937.478,35 HKm n SELATAN 176,112 38,883.12 79 5,194
3 TIMUR 3698 12004063 73 5293
REALISASI |24 [KALIMANTAN UTARA 194,106 3847175 60 6678
25 [SULAWES! UTARA 123920] 3067501 71 2979
534.002,90 26 |SULAWES! TENGAH as56 | 623972 1186 1430
451.813,71 2.173.063.46 H 27 [SULAWES! SELATAN 393131] 5175004 458 32485
< 113.U09, a 28 [SULAWES! TENGGARA 3611|5685 155 7416
+497.925 KK [ 29 [coronTALD 61,053 11,386.01 58 4410
. 30 [SULAWES] BARAT 29553] 2546606 0 1185
264,0 20Q006.0 . 31 [ MALUKU 19371] 8135300 6 11614
5.097 Unit SK 32 |MALUKU UTARA 128672 3963200 3% 4270
3,0 6,0 33 |PAPUA BARAT 57212 3276100 15 825
|j|n/Hak 34 |PAPUA 2435638 2290330 10 1014
2007-2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 13,897,067 | 2,173,063.46 5097 91,925

Dluas (Ha) @Jumlah KK W Jumlah Unit SK -I
| |

Capaian perhutanan sosial per November 2018.

8 KLHK, 05 Desember 2017. Perhutanan Sosial, Membangun Kemakmuran dari Desa. Siaran Pers KLHK Nomor:
SP.390/HUMAS/HMS.3/12/2017

9 Hardiyanto, Gladi, Hasantoha Adnan, Andri Santosa, 2018. Percepatan Implementasi Program Perhutanan
Sosial. Bogor: Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)



Sedangkan penjelasan capaian perhutanan sosial di tiap provinsi dapat dilihat dari matriks di
bawah ini:

Capaian Keseluruhan Perhutanan Sosial Per Provinsi

PAPUA [N 22.943,30
PAPUA BARAT [N 32.761,00
MALUKU UTARA [ 39.632,00
MALUKU I 81.373,00
SULAWESI BARAT N 25.466,06
GORONTALO W 11.386,01
SULAWESI TENGGARA [ 56.285,32
SULAWESI SELATAN I 51.750,04
SULAWESI TENGAH I 62.397,22
SULAWEST UTARA [N 30.675,01
KALIMANTAN UTARA [N 38.471,75
KALIMANTAN TIMUR I 120.040,63
KALIMANTAN SELATAN Iy 38.883,12
KALIMANTAN TENGAH I 151.582,95
KALIMANTAN BARAT I - 308.628,91
2 NUSA TENGGARA TIMUR NI 38.578,15
Z NUSA TENGGARA BARAT N  25.969,61
2 BALL WM 9.235,00
BANTEN | 486,00
JAWATIMUR N 25.076,99
YOGYAKARTA | 1.565,88
JAWA TENGAH Il 9.804,07
JAWA BARAT W  10.793,09
JAKARTA
KEP RIAU [N 26.469,00
KEP BANGKA BELITUNG N 37.875,79
LAMPUNG I 199.629,73
BENGKULU [ 45.105,16
SUMATERA SELATAN I 96.868,59
JAMBIL I - 179.454,55
RIAU I 83.928,54
SUMATERA BARAT I 212.216,64
SUMATERA UTARA I 55.464,95
ACEH I 42.265,40

LUA:

Capaian perhutanan sosial setiap provinsi di Indonesia per tahun 2018.

Menilik kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh kebijakan RA/PS, yang paling mendasar
adalah Program RA dan PS yang telah menjadi program prioritas nasional. Ini terbukti dengan
pencantuman target capaian PS seluas 12,7 juta ha dan RA seluas 9 juta ha dalam RPJMN
2015-2019.

Dalamimplemetasinya, ada perluasan peran danfungsi kelembagaan PS melalui pembentukan
Ditjen PSKL (yang terdiri dari 4 Direktorat) berdasarkan Perpres 1/2015 untuk implementasi
percepatan dan perluasan PS. Terkait lembaga pelaksanaannya, pelaksana teknis daerah (lima
unit BPSKL) telah dibentuk. Ini juga meliputi penambahan anggaran dan sumber daya manusia
untuk implementasi PS. Untuk memastikan jalannya kebijakan PS, pengaturan Perhutanan
Sosial ditetapkan menjadi satu kebijakan yakni Peraturan Menteri LHK No. 83/2016. Peraturan
ini menjadi dasar untuk mendukung percepatan implementasi PS dengan memperpendek
dan mempercepat rantai birokrasi pengusulan dan penerbitan perizinan, termasuk Peraturan
Menteri LHK No. 32/2015 tentang hutan hak, yang mencakup pengaturan Hutan Adat.

Di tingkat provinsi, pelaksanaan PS mencakup proses pembentukan dan fungsionalisasi Pokja
Percepatan PS tingkat provinsi yang melibatkan multipihak, termasuk pembentukan dan
fungsionalisasi tim fasilitator nasional untuk mendukung coaching clinic PS di provinsi. Dalam
pengambilan keputusan, Eselon 1 lain di KLHK mulai terlibat dalam implementasi program
percepatan PS, seperti optimalisasi peran KPH dan implementasi Kemitraan Kehutanan di
hutan produksi dan kawasan konservasi.

Mandat RA/PS untuk menyelesaikan konflik agraria dibantu pencapaiannya dengan skema
dan pola penyelesaian penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Merujuk pada hasil studi
koalisi masyarakat sipil atas Perpres 88/2017, pola tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan lahan (Pasal 8-13 Perpres No. 88/2017)°

Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan < 30% Luas Kawasan Hutan < 30%

Provinsi Provinsi Lampung, Pulau Jawa & Bali Lainnya
Fasilitas Fasilitas

Pemanfaatan Pemukiman | Sosial & | Garapan | Adat | Pemukiman | Sosial& | Garapan | Adat*
Umum Umum

Pola

. Dikeluarkan (K), Tukar Menukar (T), Perhutanan Sosial (PS), Resettlement (R)
penyelesaian

Fungsi hutan:

Konservasi Resettlement (seluruh kondisi)
> 20th;
: K (dalam
Lindung R R PS R R
TORA)
< 20th; PS
Tidak
memenuhi
S : T T ” K K
kriteria sebagai
Hutan Lindung
> 20th;
K (dalam
K K
TORA)
< 20th; PS

Pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan lahan (Pasal 7 Perpres No. 88/2017)"

Sebelum ditunjuk

Kawasan Hutan Tidak terkait luas kawasan hutan

Provinsi Semua provinsi

Pemanfaatan Pemukiman‘ Fasilitas Sosial & Umum ‘Garapan ‘ Adat*

Pola penyelesaian Bidang tanah dikeluarkan dari kawasan hutan (K)

Fungsi hutan:

Konservasi K K K

Lindung K K K

Tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan
Lindung

Meski dapat membantu upaya sistematis penyelesaian konflik lahan di dalam kawasan
hutan, skema di atas dikritik oleh gerakan sosial, khususnya terkait opsi resettlement. Hal ini

10 Wibowo, Agung, Muhammad Arman, Desi Martika Vitasari, Erasmus Cahyadi, Erwin Dwi Kristianto, Siti
Chaakimabh, Yustina Ambarini Murdiningrum, Malik dan Tommy Indyanto, 2017. Dari Reformasi kembali ke Orde
Baru: Tinjauan Kritis atas Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017. Jakarta: AMAN, HUMA, Epistema Institute.

11 ibid
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menunjukkan bahwa bidang pengetahuan yang dipakai pemerintah untuk memahami hutan
dan hak masyarakat di dalam/sekitar hutan masih belum didekasikan untuk memberikan
ruang bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada ekosistem hutan.

Selain itu, proses pengakuan dan penetapan hutan adat yang telah dilakukan oleh
pemerintahan Jokowi-JK masih belum maksimal. Data pengakuan dan penetapan Hutan
Adat hingga September 2018 menyatakan adanya 33 SK penetapan hutan adat dengan luas
17.243,34 ha, dan dua area pencadangan hutan mencakup 10.627 ha dan hanya satu yang
sudah ditetapkan Menteri LHK, seluas 5.455 ha, untuk MHA Suku Anak Dalam di Jambi'2,

Ini adalah salah satu contoh lahan di Kabupaten Merangin, Jambi, yang dianggap tidak bertuan sehingga pepohonan selalu
menjadi korban penebangan liar. ORECOFTC

Selain luasan pengakuan Hutan Adat yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan
tuntutan dari gerakan masyarakat sipil untuk pengakuan hutan adat di Indonesia, masih
banyak pengakuan Hutan Adat yang dilakukan di wilayah lahan-lahan aman. Pihak KLHK hanya
memilih penetapan hutan adat yang tidak memiliki pertentangan internal atau tumpang
tindih dengan izin, konsesi, atau kewenangan institusi negara lain.

Wilayah kawasan hutan yang memiliki izin dan konsesi seperti tambang, perkebunan, atau
HGU lain pada umumnya akan sulit untuk diproses dan ditetapkan sebagai Hutan Adat.

Dalam kasus penetapan Hutan Adat Marena (Sulawesi Tengah), penetapannya hanya dilakukan
sebagian dan berada di luar kawasan hutan konservasi Taman Nasional. Dari sekitar 1.441,5
ha luas hutan adat Marena, yang ditetapkan sebagai Hutan Adat baru mencakup sekitar 756
hektar di dalam Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi. Belum ada penetapan untuk
685,5 ha yang tersisa karena lahan ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

Hutan Adat Ammatoa Kajang berbeda lagi ceritanya. Penetapan hutan adatnya hanya untuk
hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan (fungsi HPT seluas 313,39 ha), sementara

12 Merujuk pada data KLHK, 2018. Matriks Capaian HA sd September 2018 Update. Jakarta



area yang berada di dalam APL belum ditetapkan sebagai hutan adat karena termasuk ke HGU
perusahaan kebun.’® Pada umumnya, pengakuan dan penetapan hutan adat akan lebih cepat
jika wilayah tersebut berada di fungsi kawasan hutan APL dibandingkan dengan wilayah
Hutan Negara yang lain (misalnya Konservasi, Hutan Produksi, Cagar Alam, Taman Nasional,
dll.).

Kasus lain adalah penyelesaian konflik di Hutan Adat Tombak Hamijon. Ketidaksepakatan
mengenai luas hutan adat mengakibatkan konflik berkepanjangan, sehingga penetapan
hutan adatnya ditangguhkan dan melahirkan areal pencadangan adat (SK belum diterbitkan).

Beberapa kasus di atas menimbulkan pertanyaan: Apakah 33 SK penetapan hutan adat
tersebut dapat memberi manfaat dan rasa aman pada masyarakat adat?

Dalam kasus Hutan Kasepuhan Karang di Lebak, penetapan hutan adat mereka oleh KLHK tidak
serta merta menghentikan intervensi dari Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Mengapa
hal ini tetap terjadi? Salah satu masalah yang terlupakan adalah tidak adanya penataan batas
kawasan hutan yang memisahkan kawasan hutan negara dengan kawasan hutan adat.

Penetapan hutan adat semestinya sudah mencakup proses itu. Akan tetapi, dalam
kenyataannya, belum ada aturan formal mengenai penataan batas kawasan hutan adat ini.
Alasan yang dikemukakan adalah karena PP 44/2004 tentang perencanaan hutan belum
selesai direvisi dan aturan tentang penetapan kawasan hutan adat belum diatur'.

Penetapan Hutan Adat (s/d) September 2018

Jumlah Hutan Posisi
Tahun Adat
2 HK, HL, HP, HPK
2016 8 7.949,99 ha 2.490,00 5.459,99
2017 9 3.341,35 ha 2.691,35 650
2018 16 5.952 ha 286** (belum jelas)**
Total 33 17.243,34 ha* 5.181 ha*** 6.109,99 ha**

*  Jumlah total berbeda dengan data KLHK (berjudul “Matriks Capaian HA sd September 2018 Update”).
Jumlah total dalam matriks adalah 28.820,68 ha, tetapi setelah dihitung berdasarkan angka di kolom
yang sama hasilnya adalah 17.243,34 ha)

**  Angka yang dicantumkan hanya di APL
*** Angka yang dicantumkan tidak termasuk angka 2018 (berdasarkan perbedaan APL dan KH)

13 Hasil wawancara Mumu Mubhajir dengan Staf dan Direktur HuMa, 21 September 2018 di Kantor HuMa,
Jatipadang, Jakarta Selatan. Data sejenis juga disampaikan di dalam Laporan Tim Studi Pra dan Pasca Hutan
Adat, RMI (2018).

14 Uraian lebih jauh, lihat Mumu Muhajir, Policy Brief, Penyelesaian Konflik Agraria, Evaluasi KPK-GNPSDA, 2018.
(belum dipublikasikan)



Paradigma adalah bangun susun dan dasar cara berpikir yang menentukan sikap dan perilaku
manusia. Sesat pikir akan sangat mungkin mengarah pada sesat tindak. Namun, keragaman
paradigma adalah bagian dari pilihan ideologis (keilmuan dan politik) masing-masing individu.
Di dalam konteks masalah kebijakan agraria dan tenurial kehutanan, pilihan paradigmatis
menentukan pandangan dan perlakuan kepada siapa dan untuk apa sumber-sumber agraria
ditetapkan.

Ada setidaknya tiga paradigma yang mendasari pengelolaan sumber-sumber agraria di Indonesia.
Pertama, Paradigma Pembangunan dan Ekonomi. Pertumbuhan dan efisiensi berbeda dengan
asas pemerataan dan keadilan sosial. Di dalamnya terdapat ragam pembangunan dengan
ideologi besar seperti kapitalisme dan neoliberalisme, sosialisme dan komunisme, neo-populisme,
Jalan Ketiga (the Third Way), atau kombinasi beragam ideologi tersebut dengan argumen
pembelaannya. Sekarang kini, banyak kebijakan nasional terkait sumber-sumber agraria, dengan
beragam nama, istilah, dan legitimasi dalam praktiknya menerapkan tujuan untuk mendahulukan
pertumbuhan, efisensi, dan kesejahteraan, tetapi mengabaikan keadilan sosial dan pemerataan.
Landasan paradigmatis watak dan karakter kebijakan semacam ini dapat dilacak dengan mudah.
Terlepas bahwa RA/PS ini menjadi agenda pemerataan ekonomi di dalam projek strategis
nasional, belum jelas apakah RA/PS ini benar-benar berdampak pada pemerataan pembangunan
dan kesejahtaraan di pedesaan atau hanya sekedar bentuk lain dari pertumbuhan ekonomi yang
menciptakan perebutan wilayah ruang hutan oleh elit desa yang baru.

Kedua, Paradigma Politik Sumber Daya Alam. Berdasarkan pembagian paradigma menurut
Witter dan Bitmer (2005), ada setidaknya tiga kategori besar: (a) paradigma conservationism, (b)
paradigma developmentalism, (c) paradigma eco-populism™,

15 Aliran pemikiran pertama (conservationism) beragumen bahwa harus ada kawasan yang dilindungi secara hukum
dan tidak diganggu oleh kegiatan manusia untuk mewujudkan keseimbangan ekologi. Pada dasarnya, pemikiran ini
menggangap bahwa penduduk setempat mengancam upaya konservasi sumber daya alam. Aliran ini berkeyakinan
bahwa ilmu-ilmu alam tidak perlu diperdebatkan lagi. Aliran pemikiran kedua, (eco-populism) berargumen bahwa
masyarakat adat dan lokal adalah penanggung risiko terbesar yang perlu dilindungi. Mereka juga mempunyai
kemampuan untuk melakukan konservasi sumber daya alam lebih baik daripada pemerintah. Aliran ini menolak
kehadiran pihak swasta dan para pelaku konservasi yang menafikan masyarakat adat dan lokal. Pandangan
mereka didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap pandangan ortodoks mengenai ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam,
tetapi lebih mendukung penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Sementara aliran ketiga (developmentalism)
beranggapan bahwa kerusakan sumber daya alam ditimbulkan oleh kemiskinan, sehingga penanganan dan
kebijakanya lebih mementingkan pembangunan (development). Mereka beranggapan kelompok eco-populist terlalu
romantis dan memperalat masyarakat lokal, sedangkan kelompok conservationists dianggap tidak memperhatikan
persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan konservasi. (Witter dan Bitmer. 2005. Between conservation, eco-
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Dalam praktiknya, banyak kebijakan politik sumber daya alam termasuk kebijakan tenurial
kehutanan di Indonesia masih bercorak developmentalism atau ke arah pembangunan, dan
sebagian developmentalism cum conservationism. Akibatnya, sumber agraria dan sumber
daya alam lainnya diposisikan hanya sebagai aset dan potensi ekonomi pembangunan dan
komoditas pasar.

Ketiga, Paradigma Kemiskinan dan Kesejahteraan. Selain penjelasan paradigma yang melihat
masalah kemiskinan bersifat struktural dan/atau kultural, pandangan selanjutnya melihat
kemiskinan bersifat relasional. Kemiskinan tidak dilihat sebagai kondisi, melainkan konsekuensi.
Ini berarti kemiskinan merupakan efek dari relasi-relasi sosial yang tidak terbatas dalam
pengertian koneksi atau jaringan semata, tetapi juga dalam pengertian hubungan-hubungan
kekuasaan yang timpang (Mosse, 2007)¢.

Dengan melihat kemiskinan sebagai hal yang struktural dan relasional, penanggulangan
dan penyelesaian yang ditawarkan tentu saja tidak sekadar berorientasi pada kesejahteraan
ekonomi. Namun, lebih berfokus pada pemahaman dan perubahan struktur ketimpangan yang
menyebabkan pemiskinan. Di sisi lain, sudut pandang ini peka melihat berbagai relasi kuasa
(sosial, ekonomi, politik, ekonomi, dan budaya) secara historis melahirkan proses pemiskinan.

Pada praktiknya kebijakan tentang kemiskinan dan kesejahteraan seringkali tidak mau dan
mengabaikan level struktur dan relasi kuasa yang melegitimasi proses pemiskinan. Akibatnya
banyak proyek penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sukarela, amal (caritative), sporadis,
dan ekonomis.

Beberapa kasus paradigmatis dalam kebijakan SDA dan tenurial kehutanan di atas hanyalah
sebagian kecil dari masalah yang lebih luas dalam kontestasi cara pikir dan keilmuan yang juga
meliputi kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini penting untuk diuraikan dan didiskusikan
lebih mendalam sebab titik koordinat dan sifat paradigmatis menentukan sikap, perilaku, dan
produk kebijakan yang dihasilkan.

Singkatnya, sesat pikir akan berujung pada sesat tindak. Dominasi paradigma developmentalism
dan positivisme dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya
di Indonesia melahirkan beragam kebijakan yang lebih mendahulukan pertumbuhan dan
berlipatnya keuntungan ekonomi segelintir pengusaha/pengusaha. Demi tujuan dan orientasi
yang ramah pasar, ancaman krisis sosioekologis serta kerusakan lingkungan yang lebih besar
dan berjangka panjang seringkali diabaikan. Kebijakan politik sumber daya alam dan tenurial
kehutanan yang lebih melayani kepentingan modal mengabaikan prinsip dasar batas layanan
alam, keberlanjutan ekologis, dan keselamatan rakyat.

Oleh karenaiitu, tujuan mulia kebijakan reforma araria dan tenurial kehutanan tidak akan pernah
terwujud tanpa adanya kesungguhan perubahan paradigma kebijakan dan political will dari
pemimpin negara.

Salah satu syarat dasar reforma agraria adalah perpaduan dari tiga wilayah yang saling mengisi,
yaitu melalui kombinasi dari apa yang disebut Borras sebagai Tiga Prinsip Pengarah:

1. Inisiatif reformasi yang kuat dari atas oleh para aktor negara;

2. Mobilisasi dan partisipasi aktif rakyat dari bawah; dan

3. Interaksi negara dan masyarakat yang positif dan saling memperkuat di seputar pro-poor
policy (Boras, 1984).

populism and developmentalism- Discourse in Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia, CAPRI Working Paper
No.37, Washington DC; International Food Policy Research Institute).

16 Mosse, Adam. 2007. “Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture,
Marginality and Chronic Poverty.” Working Paper 107, Chronic Poverty Research Centre.
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Selain mendorong komitmen dan kerja politik, yang diperlukan untuk membangun
kesungguhan inisiatif reformasi dari pemerintah/negara serta memperkuat dan memperbesar
perjuangan land reform by leverage (pendongkrak dari bawah) bersama kekuatan perjuangan
rakyat adalah mengondisikan interaksi positif antara rakyat dan negara.

Peran intermediary role antara rakyat dan negara menjadi tantangan sediri yang masih jarang
terpenuhi karena hal ini membutuhkan strategi dan konsolidasi dengan kelompok civil society,
khususnya para ilmuwan dan intelektual kampus juga aktivis akademik agraria dan kehutanan
yang akan dapat menjembatani interaksi positif antara aktor elit dan massa.

Interaksi ini dapat dilakukan melalui beragam policy dialogues pada kesempatan-kesempatan
politik yang terbuka. Putusan MK 35, misalnya, sepertinya belum menjadi agenda bersama di
kalanganintelektual kampus.Kelompokinidapat terlibat dan berkontribusi untukmemperkuat
legitimasi ralat praktik dan kebijakan kehutanan di Indonesia dan juga memperlancar proses
implementasinya.

Pertambangan batubara di Kabupaten Bungo, Jambi. ©RECOFTC

Membangun Kepemilikan Bersama dan Integrasi Kebijakan
Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Daerah

Tantangan lain dari pelaksanaan Perhutanan Sosial (PS) adalah bagaimana cara meningkatkan
rasa kepemilikan Pemda terhadap PS, mengingat praktik empiris dari pelaksanaan kebijakan
PS akan melibatkan pemerintah daerah.

Sejauh ini di tingkat nasional sudah ada kebijakan yang secara khusus mengatur tentang PS,
tetapi belum ada kebijakan yang menurunkan program nasional menjadi program Pemda
yang terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya, Pemda seringkali tidak memperhatikan Pokja
PS dengan baik. Dalam praktiknya, Pokja PS belum memiliki perwakilan dari daerah karena
Pokja PS berada di tingkat Provinsi. Ini akan memengaruhi rasa kepemilikan pemerintah
daerah atas kebijakan PS dan implementasinya.

Secara kelembagaan, praktik kebijakan PS belum terintegrasi dengan kelembagaan daerah,
misalnya dengan beberapa dinas terkait. ‘Political will’ Pemerintah Pusat tidak serta merta
menjadi bagian dari’political will’ Pemerintah Daerah.
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Sekalipun ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan dari pemerintah
provinsi dan KPH masih terbatas dalam percepatan RA/PS. KPH sudah terlibat dalam proses-
proses PS, tetapi belum optimal sebagai bagian dari kebijakan RA. Di sisi lain, pelimpahan
penerbitan perizinan dan hak pengelolaan PS kepada Gubernur belum terlaksana, meskipun
sudah ada beberapa provinsi yang memenuhi persyaratan dan mengajukan diri untuk dapat
menerbitkan izin dan hak pengelolaan PS.

Tantangan lainnya terkait dengan keberadaan desa-desa sekitar hutan sejumlah 25,863
desa dalam interaksi desa-desa tersebut dengan hutan. Lahirnya UU Desa No. 6/2014 dapat
menjadi peluang dan tantangan untuk memastikan integrasi tujuan reforma agraria dengan
tujuan demokratisasi pedesaan sebagai mandat dari UU Desa tersebut.

Kebijakan Tenurial Kehutanan dalam Pusaran Laju Deforestasi
dan Gurita Politik Sumber Daya Alam

Kebijakan tenurial kehutanan, baik RA maupun PS, behadapan dengan persoalan tingginya
laju deforestasi, mencapai 684.000 ha per tahun (2010-2015).

Tahun 2001, analisis FWI dan GFW memperlihatkan tingginya laju deforestasi yang mencapai
2 juta ha/tahun pada periode 1996-2000. Selanjutnya menjadi 1,5 juta ha/tahun pada periode
2001-2010, dan pada periode 2009-2013 lajunya mencapai 1,1 juta ha/tahun (FWI, 2011-2014).

Walaupun observasi hanya dilakukan di tiga provinsi, laju deforestasi masih relatif tinggi,
yaitu sekitar 240 ribu ha/tahun pada periode 2013-2016, lebih tinggi dibandingkan periode
sebelumnya (2009-2013), yaitu sekitar 146 ribu ha/tahun (FWI, 2014). Bila dihitung jumlah
totalnya, dalam tiga tahun 718 ribu ha hutan alam di Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan
Maluku Utara telah hilang. Hasil analisis lainnya menemukan sekitar 72% deforestasi yang
terjadi di tiga provinsi tersebut berada di dalam wilayah yang memiliki izin pengelolaan.
Aktivitas dalam konsesi HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan menjadi
penyebab langsung (direct causes) deforestasi.

Laju deforestasi terjadi di Provinsi Maluku Utara dan Kalimantan Timur meningkat secara
signifikan, dibandingkan dengan Sumatra Utara. Di Maluku Utara, peningkatan laju deforestasi
bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dari
25 ribu ha/tahun menjadi 52 ribu ha/tahun. Begitu juga halnya dengan Kalimantan Timur yang
laju deforestasinya meningkat hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya, dari 84 ribu ha/
tahun pada 2013 menjadi 157 ribu ha/tahun pada 2016."”

Sepanjang periode 2013-2016, kasus di delapan provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Selatan,
Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah,
menunjukkan sekitar 8,9 juta ha penggunaan lahan tumpang tindih antara konsesi HPH, HTI,
perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Tambahan lain, ada sekitar 1,5 juta ha wilayah
adat yang tumpang tindih dengan areal konsesi. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sekitar
356 ribu ha hutan alam dan terjadinya 1.084 kejadian konflik selama periode 2013-2017
terutama di areal yang tumpang tindih.®

Kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural yang serius di persoalan kehutanan.
Selain itu, apa pun jenis dan upaya perbaikan dan perubahan yang mendasar, baik kebijakan,
kelembagaan, dan administrasi lain, akan berhadapan dengan rezim lain yang menginginkan
sumber daya hutan demi keuntungan ekonomi, dan industri kehutanan yang mengabaikan
prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis.

17 Lebih jauh dapat dilihat dari kajian-kajian FWI, salah satunya: http://fwi.or.id/publikasi/deforestasi-tanpa-henti/

18 Lihat juga laporan FWI tentang Deforestasi 2018 di; http://fwi.or.id/publikasi/press-release-tata-kelola-hutan-
belum-kunjung-membaik-catatan-awal-tahun-2018/
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Deforestasi hanyalah satu elemen dari permasalahan land grabbing (penguasa lahan skala
luas), baik di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, yang mampu membajak
kekuatan dan otoritas negara dan membuat “sistem” sendiri demi memenuhi kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan. Politik kebijakan sumber daya alam di Indonesia, termasuk
di sektor kehutanan, tidak bisa lepas dari jaringan kekuatan “pseudolegal” yang melakukan
praktik pengambilalihan lahan (state capture), meraup keuntungan ekonomi-politik dengan
cara-cara korup dan seolah-olah resmi, tapi sebenarnya tidak memiliki landasan hukum.
Kekuatan yang melebihi kuasa negara ini merambah ke level dan jaringan (korporasi) nasional
dan (korporasi) transnasional®.

Dengan demikian, mudah dipahami jika dalam banyak kasus, reforma agraria dan kebijakan
tenurial sumber daya alam lain sebagai kebijakan populis kerakyatan tidak akan bisa dijalankan
sesuai dengan mandat sejatinya jika sistem besar ekonomi-politiknya, termasuk di wilayah
sektor kehutanan, masih propasar yang lebih kapitalis dan neoliberal .z

i = G

Hutan masyarakat di Desa Pangkalan Jambu, Jambi. ©R

ECOFTC

Ragam Tantangan Lain: Praksis dan Administratif

Tantangan administratif muncul dalam keterbatasan anggaran. Pada 2017, anggaran KLHK
yang ditujukan langsung untuk percepatan PS berjumlah hanya 38,76 miliar rupiah. Hal ini
tentunya memengaruhi kekuatan kerja dan pelaksanaan di lapangan yang membutuhkan
dana sangat besar.

Dari sisi waktu, proses penerbitan izin masih membutuhkan waktu cukup lama (5-6 bulan),
meskipun mandat menyatakan 22 hari kerja sejak masuknya usulan sampai terbit izin.
Penyebab utama masalah ini adalah keterbatasan pelaksana pembuatan SK perizinan.

19 Penjelasan lebih jauh mengenai praktik kekuatan pseudolegal, mafia korupsi sumber daya alam, dapat dilihat di
karya Kartodiharjo, Hariadi, Marangkai Stanza Lagu Kebangsaan; 73 Esai-esai Dalam Kuasa Pengetahuan Politik
PSDA dan Problematika Kebijakan”, (FWI, Bogor, 2018)

20 Diskusi selanjutnya tentang tantangan ageda tenurial kehutanan dengan agenda-agenda besar ekonomi
politik SDA dapat dibaca dalam beberapa tulisan di buku Cahyono, Eko, dkk (Peny.), Reforma Agraria Kehutanan;
Ragam Masalah dan Tantangan, (IPB Pers Bogor, 2017).
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Lebih jauh lagi, terbatasnya jumlah UPT BPSKL dan kapasitas staf pendukung mencegah
optimalisasi program percepatan PS. Keterlibatan UPT KLHK yang lain untuk membantu
implementasi PS belum terlembaga. Transisi kelembagaan pengurusan hutan
pascapemberlakukan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi catatan
tersendiri yang cukup penting.

Pada beberapa kasus, proses perizinan PS di lahan gambut masih terhambat karena adanya
benturan kebijakan, yaitu peraturan terkait PS dan Inpres No. 6/2017 tentang Moratorium
Perizinan di Hutan Primer dan Lahan Gambut.

Sebagai contoh, dalam kasus pelaksanaan RA/PS di wilayah Sulawesi Selatan masih ada
beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Ini terkait dengan: (a) Ketentuan Manajemen
sebagai Dasar Izin PS, Bukan Rehabilitasi; (b) Kriteria area yang tidak dapat diadopsi; (c) PIAPS:
393.191 ha vs Kenyataan Perambahan Saat Ini (APSI): 155.023 ha (39,4%); (d) hak tenurial PS,
tidak adaptif dengan hak tenurial lokal; (e) Lanskap Lokal versus Lanskap Hutan Negara.

Sedangkan dari sisi perizinan, tantangan dalam pencapaian PS meliputi: (a) ketersediaan
SDM dengan integritas baik dari tingkat pusat sampai tingkat tapak untuk mensosialisasikan
program PS, fasilitasi/pendampingan proses penyusunan dokumen dan pengajuaan usulan,
proses verifikasi teknis lapangan; (b) Kelembagaan organisasi Ditjen PSKL masih terbatas pada
5 UPT pelayanan untuk 33 provinsi; (c) Optimalisasi peran POKJA PPS dan Pendamping PS
untuk mengatasi masalah percepatan PS di tingkat tapak; (d) Pendampingan yang berkapasitas
baik sejak tahap usulan, pasca izin berkelanjutan sampai masyarakat mandiri; (e) Antisipasi
kelompok “free rider” yang akan berusaha untuk terlibat dengan usaha pemanfaatan sumber
daya hutan.

Tampak jelas bahwa kebijakan RA/PS menghadapi tantangan di berbagai tingkatan, mulai
dari perubahan paradigma politik SDA, kebijakan, kelembagaan, administratif, dan perbaikan
kapasitas beragam pihak pelaksana di lapangan. Refleksi dan rekomendasi di bawah ini
didasarkan pada rangkaian masalah dan tantangan tersebut.
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Refleksi dilakukan untuk menyediakan rekomendasi dasar untuk kebijakan nasional. Salah satu
rekomendasi dasar ini adalah menetapkan kembali isu tenurial dan agraria sebagai mandat
konstitusional dengan tafsir kerakyatan. Usaha ini membutuhkan upaya politik yang serius
dan selaras dengan mandat konstitusional untuk meluruskan kembali kebijakan dan regulasi
terkait isu tenurial. Ini berarti kebijakan nasional harus dapat memenuhi prinsip keadilan sosial
dan keberlanjutan ekologis sepenuhnya, dan bukan hanya menetapkan program dan agenda
politik tahunan.

Selain itu, perubahan paradigmatis tenurial dan sumber daya alam harus lebih berkeadilan
sosioekologis. Sudut pandang era kolonial tidak lagi sesuai untuk memahami masalah
tenurial masa kini di Indonesia. Di sektor kehutanan dan sektor tenurial lainnya, alam dan
isinya masih dilihat sebagai aset ekonomi semata dan bukan bagian penting di dalam mata
rantai ekosistem, bersama manusia dan hewan. Jika tak ada perubahan mendasar di dalam
paradigma pengetahuan, kerusakan dan krisis sosioekologis tidak akan bisa diatasi secara
mendasar.

Agenda kebijakan agraria harus diperluas untuk menghentikan dominasi sektor kehutanan
dan kawasan hutan negara sebagai tujuan dari kebijakan agraria. Dari contoh yang ada,
sesudah persoalan tenurial di Lombok pada 2011 dan Jakarta pada 2017, tampak jelas bahwa
masalah tenurial sudah meluas. Pemahaman masalah tenurial harus lebih dari sekadar sektor
kehutanan sebab kondisi sekarang menunjukkan adanya masalah di sektor sumber daya alam.
Ini berarti reforma agraria harus membahas ketimpangan struktural agraria yang lebih luas,
khususnya akibat rezim perkebunan dan pertambangan yang terjadi tidak hanya di hutan tapi
juga pesisir laut dan pulau kecil/terluar?'.

Oleh karena itu, perspektif tenurial harus dikembangkan melebihi perspektif darat untuk
menghindari bias daratan, tapi juga mencakup kelautan dan pulau kecil. Perspektif tenurial
harus dikembangkan untuk dapat memahami masalah di lanskap ekologi yang luas.

Salah satu isu penting lain adalah pemahaman masalah tenurial dari perspektif gender. Belum
ada kejelasan mengenai keadilan gender dalam konteks tenurial dan sumber daya alam,
sementara untuk mewujudkan keadilan tenurial dan agraria, keadilan dari perspektif gender
pun harus dipertimbangkan.

21 Untuk mengetahui lebih jauh analisis tentang tenurial Lombok 2011, dapat dilihat dalam Policy Paper, Cahyono,
Eko dkk, Pemutakhiran Naskah Hasil Konferensi Tenurial Lombok 2011, “Melihat Ulang Potret Masalah Tenurial
dalam Ragam Krisis Sosioekologis dan Modus Baru Perampasan Ruang Hidup Rakyat” (SAINS- RRI, 2017)
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Pada level kebijakan, harus ditemukan solusi untuk masalah yang melampaui perspektif
teknokratisasi, mengingat bahwa persoalan tenurial bukan hanya isu teknokratis dan
birokratis. Dalam praktiknya, banyak masalah tenurial yang termasuk dalam isu ‘resmi tanpa
landasan hukum’ (legal non legitimated) yang tidak bisa disederhanakan. Upaya penyelesaian
masalah tenurial semacam ini harus mampu mendongkrak kekuatan dari bawah/rakyat agar
tetap menghargai prinsip kemanusiaan dan keadilan sosioekologis.

Pelaksanaan kebijakan tenurial kehutanan atas nama reforma agraria harus dikoreksi serta
mandat konstitusional dan nilai dasarnya ditegaskan untuk mengatasi ketimpangan agraria
yang ada dan yang akan datang, dan diselaraskan dengan mandat UUPA no. 5/1960, Tap MPR
IX/2001, yang merujuk pada UUD 1945, khususnya pasal 33. Selain memperhatikan sertifikasi
tanah (legalitas aset), pelaksanaan kebijakan juga harus mencakup redistribusi sumber-
sumber agraria dan pemenuhan faktor-faktor pendukungnya untuk mencapai kedaulatan,
keadilan, dan kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat miskin, petani tak bertanah, dan
kaum marginal lainnya.

Rekomendasi perbaikan adminsitratif dan praksis dimulai dengan menetapkan tata kelola
yang baik dan berkelanjutan dan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Untuk mencapai tujuan ini,
upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Menyusun cetak biru target Perhutanan Sosial tahunan sebagai panduan kerja besama
yang sistematis dan terukur hasilnya.

b) Penyusunan payung regulasi pendukung yang lebih kokoh untuk memperjelas batas
wilayah hutan negara dan hutan adat, lanskap hutan, tingkat degradasi, dst.

¢) Perlunya kerja sama dalam pendayagunaan kekuatan pihak tingkat nasional dan provinsi
dengan mengaktifkan Pokja PS untuk melaksanakan tugasnya.

d) Membangun sistem pelayanan publik PS oleh KPH (pengurusan izin singkat dan tepat).

e) Menemukan metode pendampingan yang efektif dan berkelanjutan (kolaborasi LSM, PT,
PLD, penyuluh).

f) Membuat terobosan dan inovasi dalam manajemen lanskap: PS - TORA - KPH — RTRW
g) Melaksanakan pengembangan dan perluasan pembangunan PS di Hutan Konservasi.
h) Meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan yang lebih berkualitas dan demokratis.

i) Melakukan penguatan dan penegasan Pokja PS di tingkat provinsi dan peningkatan
kapasitas dengan melatih pokja daerah (coaching clinic) dan dengan fasilitasi Tim
Penggerak Percepatan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS).

j) Respon cepat dan jemput bola harus dilakukan oleh tim terpadu pusat dan daerah
dengan turun ke lapangan bersama (sasaran Perhutanan Sosial), melakukan pelayanan
di tingkat tapak, menggali informasi, sosialisasi, fasilitasi usulan, verifikasi langsung di
tempat (pelayanan di desa sasaran). Proses jemput bola usulan dan verifikasi teknis
(vertek) PS dapat dilanjutkan dengan menetapkan Pokja PPS daerah sebagai pelaksana
untuk efektivitas proses dan efisiensi penganggaran.

k) Membuat peningkatan dan terobosan PS untuk melihat ulang lokasi PS yang telah
difasilitasi untuk waktu lama (misalnya, di Lampung lebih dari 10 tahun) dan telah memiliki
kelembagaan, kepastian tenurial, serta manfaat ekonomi yang lebih mapan dibandingkan
dengan lokasi PS baru.

[) Menghubungkan tujuan implementasi PS dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat
lokal. Dalam jangka waktu panjang, praktek PS telah meningkatkan tutupan hutan, tetapi
di beberapa wilayah lain, PS berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat akibat
kurang tepat dalam pemilihan komoditas.
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m) Melakukan optimalisasi peluang kerja sama dan sinergi program PS antar sektor

(Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian
Koperasi dan UKM, BUMN dan Swasta)

Memperbaiki sistem dan proses penerbitan PS. Selama ini penerbitan izin PS masih
dipusatkan di KLHK. Provinsi yang dianggap siap dapat diberikan kewenangan untuk
mempercepat proses dan memperpendek alur birokrasi perizinan PS.

Melakukan peningkatan kapasitas secara rutin dan penegasan peran pendamping di
dalam implementasi PS. Pemerintah pusat perlu menyediakan dukungan pendanaan
yang cukup untuk pendamping PS. Peluang pendanaan dapat dilakukan dengan cara
kerja sama dengan dinas terkait lainnya, misalnya Ditjen PSKL dan BP2SDMK untuk
mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan dalam pelaksanaan dan percepatan PS.

Penutup

“Tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai
komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya
dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan
goncangan-goncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlajutan hidup masyarakat
itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan
yang lebih parah. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah
sikap merendahkan hakikat masyarakat dan dengan demikian menyerahkan begitu saja
pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Dengan sendirinya akan melahirkan
gejolak perlawanan”. (The Great Transformation, 1944).
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RECOFTC percaya bahwa masa depan yang adil dan berkelanjutan juga milik masyarakat yang tinggal
di dalam dan di sekitar lanskap hutan. Melalui berbagai kegiatannya, RECOFTC mengambil pendekatan
jangka panjang, berbasis lanskap, dan inklusif untuk membantu masyarakat mengamankan hak atas
tanah dan sumber daya mereka, menghentikan deforestasi, menemukan mata pencaharian alternatif,
dan mendorong kesetaraan gender. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, program di tujuh negara,
dan hubungan saling mempercayai di semua tingkatan, RECOFTC menjadi satu-satunya lembaga nirlaba
di Asia-Pasifik dengan keahlian spesifik. Pengaruh dan kemitraan kami berkembang dari lembaga
multilateral, hingga pemerintah, dan masyarakat setempat. Meskipun fokus kami adalah regional, inovasi,
pengetahuan, dan inisiatif kami mencapai dampak global melalui kontribusi pada Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan pada tahun 2030 untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, lingkungan, perubahan iklim,
dan gender.
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